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Pengecekan sertipikat hak atas tanah merupakan kewajiban sekaligus syarat dalam rangka pembuatan akta
bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian sertipikat. Seiring dengan
perkembangan zaman dan teknologi, serta untuk merealisasikan sebuah layanan yang mudah, cepat, dan
biaya ringan, maka dilakukan digitalisasi |ayanan pengecekan sertipikat. Namun dalam pel aksanaannya
ditemukan kendala-kendala, yang jugaterjadi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak yang berupa
ketidaksesuaian hasil pengecekan sertipikat. Hal itu menyebabkan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran
bagi pihak yang berkepentingan. Oleh karenaitu, penelitian ini mengkaji proses validas data elektronik
dalam pengecekan sertipikat secara elektronik dan mekanisme penanganan yang dilakukan apabila terdapat
ketidaksesuaian data dalam pengecekannya. Kgjian dilakukan menggunakan metode penulisan yuridis
normatif dan didukung oleh hasil wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian ini menemukan bahwa,
pertama, Permasalahan yang muncul berasal dari data-data pertanahan yang tidak valid. Proses validasi oleh
Kantor Pertanahan K ota Pontianak dilakukan dengan memeriksa dan memastikan kesesuaian data-data yang
terssimpan di pangkalan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui
aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan yang telah disediakan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan,
Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun kekosongan prosedur yang jelas
menyebabkan inkonsistensi data. Kedua, Kantor Pertanahan K ota Pontianak juga bertanggung jawab atas
hasi| pengecekan yang tidak sesuai. Klarifikasi dan perbaikan data telah dilakukan tetapi masih bersifat
pasif. Pencantuman keterangan terkait tata ruang dalam hasil pengecekan dapat pula menimbulkan
ketidaksesuaian apabila data tersebut belum disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang yang terbaru.
Miskonseps birokras juga berpengaruh dalam masalah tersebut. Dengan demikian, integrasi data harus
segera digjukan kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional.

...... Certificate of land rights checking is an obligation and a condition in terms of making deeds for the Land
Deed Making Officer, to ensure the suitability of the certificates. Through the development of times and
technology, and to realize an easy, fast, and low-cost service, the digitization of certificate checking services
is carried out. However, in its implementation, obstacles were found, which also occurred at the Pontianak
City Land Officein the form of discrepanciesin itsresults. This causeslegal uncertainty and concern for
interested parties. Therefore, this study examines the process of validating electronic datain electronic
certificate check and the handling mechanism carried out if there is a data discrepancy in checking. Study
was conducted using normative juridical writing methods and supported by the results of interviews with
speakers. The results found that, first, the problems rose from invalid land data. Validation process by the
Pontianak City Land Officeis carried out by checking and ensuring the data suitability stored in the database
of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency through the Computerized
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Application of the Land Office which has been provided by the Center for Data and Information on Land,
Spatial Planning, and Sustainable Food Agricultural Land. But the blankness of obvious procedure leadsto
data inconsistencies. Second, the Pontianak City Land Office is also responsible for the inappropriate checks
results. Clarification and improvement have been carried out, but it is still passive. The inclusion of spatia
planning information in the results of the check can also cause discrepanciesif the data has not been
adjusted to the latest Detailed Spatial Plan. Bureaucratic misconceptions also influence the issue. Thus, data
integration must be immediately submitted to the Directorate General of Spatial Planning of the Ministry of
Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency.



